KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK IN DONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyeclenggaraan peradilan  dilaksanakan _
dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat
dalam memperoleh keadilan; _

b. bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang
ckonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat
membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang
lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di
dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana; -

c. bahwa penyelesaian perkara perdata sebagainiana |
diatur dalam Reglemen Indonesia vang diperbarui
(HIR), Staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941 dan
Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa
dan Madura (RBg), Staatshblaad Nomor 227 Tahun
1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara
perdata, dilakukan dengan pemeriksaaan tanpa
membedakan lehih lanjut nilai objek dan gugatan
serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk

penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu

yang lama;




Mengingat

. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN} 20152019 mengamanatkan
reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan
cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan
dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara

cepat (small claim courl);

- bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut

hal-hal yang diperiukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal
yang belum cukup diatur dalam undang-undang
untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, b, ¢, d dan e perlu menetapkan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 143;
Reglement op de Burgerlijke  Rechtvordering
{Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De
Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun
1927 Nomor 227);

Het Herziene Mhdonesisch Reglement (Staatsblad
Tahun 1941 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,
0.




Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA
CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasgal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di

persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil

paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang

diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam

gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Hakim adalah Hakim tunggal.

4. Hari adalah hari kerja.



BAB Il
KEWENANGAN MENGADILI, RUANG LINGKUP DAN PARA PIHAK

Pasal 2

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup

kewenangan peradilan umum.

(1)

(2)

(1)

Pasal 3

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau

perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui
pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan
perundang-undangan; atau

b. sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan
tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali
memiliki kepentingan hukum yang sama.

Terhadap tergugat yang tidak diketahui ternpat tinggalnya, tidak
dapat diajukan gugatan sederhana.

Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di
daerah hukum Pengadilan yang sama.

Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap

persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.



BARB 1II

HUKUM ACARA DAN TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

()

Pasal 5

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yvang ditunjuk

oleh Ketua Pengadilan:

(2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi

a. pendaftaran,

b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;

¢. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
d. pemeriksaan pendahuluan;

€. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;

f.  pemeriksaan sidang dan perdamaian:

g pembuktian; dan
h. putusan,

Penyclesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari

sejak hari sidang pertama.

BAB IV
PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA
Bagian Pertama

Pendaftaran

Pasal 6

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko
gugatan yang disediakan di kepaniteraan.

Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

a. identitas penggugat dan tergugat;

b. penjelasan ringkas duduk perkara; dan

¢.  tuntufan penggugat.

Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi

pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.
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Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana,

Pasal 7

Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan
sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini,

Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus

gugatan sederhana.

Pasal 8

Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara.
Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.
Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan

beracara secara cuma-cuma atau pradeo.

Bagian Ketiga

Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Pasal O

Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan

sederhana,

Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim

dalam memeriksa gugatan sederhana.

Pasal 10

Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan

penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari




(4)

Bagian Keempat

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 11

Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
peraturan ini.

Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian,

Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan
tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim
mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan
gugatan  sederhana, mencoret dari register perkara dan
memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat.
Terhadap penectapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tldak
dapat dilakukan upaya hukum apapunn.

Bagian Kelima

Penetapan Hari Sidang

Pasal 12

Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat g

adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang 5

pertama.
Bagian Keenam
Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak
Pasal 13
(1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa .

alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka

dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
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Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim
memutus perkara tersebut.

Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari
sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan
diperiksa dan diputus secara contradictoir.,

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat

dapat mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh

Peran Halim

Pasal 14

Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan alktif

dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana
secara berimbang kepada para pihak;

b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk
menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian
di luar persidangan;

¢. menuntun para pihak dalam pembulktian; dan

d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Peran alktif Hakim sebagaimana dimalksud pada ayat (1) harus

dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pasal 15

{1} Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian

dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3).




(2) Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang
diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur
mediasi.

(3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta
Perdamaian yang mengikat para pihak.

(4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya
hukum apapun.

{(5) Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian
tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat

dengan perdamaian tersebut.

Pasal 16

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka

persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban

tergugat.

Pasal 17

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan

tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau . -

kesimpulan.




(1)

Bagian Kesembilan

Pembulctian

Pasal 18

Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan
pembuktian,

(2) Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan

(1)
(2)

(1)

(3)

pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

BABV
PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

Pasal 19

Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan
keberatan.

Pasal 20

Putusan terdiri dari ;

a. kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

b. identitas para pihak;

c. uraian singkat mengenai duduk perkara;

d. pertimbangan hukum; dan

¢. armar putusan.

Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan

pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan

diucapkan.

Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat

2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
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(4)

Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita

Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera
pengganti.

BAB VI
UPAYA HUKUM

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 21

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.

Keberatan diajukan kepada  Ketua Pengadilan dengan
menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera

disertai alasan-alasannya,

Pasal 22

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan
mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di
kepaniteraan.

Permohonan keberatan yang diajukan melampaui  batas waktu
pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
dapat diterima dengan penctapan ketua pengadilan berdasarkan

surat keterangan panitera.

Pasal 23

Kepaniteraan menerima dan  memeriksa kelengkapan berkas

permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.

=11 -




(2)

(2)

Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan

dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

Bagian Kedua

Pemberitalhuan Keberatan

Pasal 24

Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan
kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak
permohonan diterima oleh Pengadilan.

Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling

lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatar.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Keberatan

Pasgal 25

Ketua Pengadilan menctapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah
permohonan dinyatakan lengkap.

Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin

oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 26

Segera sctelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan

keberatan.

Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
a. putusan dan berkas gugatan sederhana;

b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
c. konfra memori keheratan.

Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan

tambahan.
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Bagian Keempat

Putusan Keberatan

Pagal 27

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7

(twjuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

Pasal 28

Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan,

Pasal 29

(1) Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak
paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. )
(2) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung s‘ejak

disampaikannya pemberitahuan.

Pasal 30

Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya

hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali,

BAB VII
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 31

(1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak
diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1),
maka putusan berkekuatan hukum tetap.

(2} Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara

sukarela.
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(3} Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang
berlaku,

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur

secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, =~ - SRR

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan penguridangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara - Republik -  ; L

Indonesia.,

Ditetapkan :diJakarta
pada tanggal : 7 Agustus 2015 R
KETUA MAHKAMAH AGUNG .. -

REPUBLIK INDONESIA -

ttd

MUHAMMAD HATTA'ALL ~ ~© 00

- 14 -




Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 2015

MENTER!I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1172
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
oA FAH AGUNG RI
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KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat
dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang
perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah
mengalami perkembangan yang signifikan,;

bahwa sejalan dengan perkembangan hubungan hukum
di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah
pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku
ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para
pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan
akad syariah;

bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah
dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan
prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan
biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang
bersifat sederhana;

bahwa ketentuan hukum acara yang termuat dalam
Reglemen Indonesia yang diperbarui Herzien Inlandsch
Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg),

tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai



Mengingat

objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga
penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama;
bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut
hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan
peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup
diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan
atau kekosongan hukum acara perdata;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata

Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene
Inlandsch Reglement Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan
Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In
De Gewesten Buiten Java En Madura Staatsblad Tahun
1927 Nomor 227);

Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa
(Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor
Europeanen Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto
Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah
beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

https://jdih.mahkamahagung.go.id/



6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali
di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5078);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang
Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3889);

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4459);

12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

https://jdih.mahkamahagung.go.id/



Menetapkan

13.

14.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4867);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5255);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

1.

Ekonomi Syariah adalah wusaha atau kegiatan yang
dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan
usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang
bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip
syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela
yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan
prinsip syariah.

Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang
ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga
keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi

syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat

https://jdih.mahkamahagung.go.id/



berharga  berjangka  syariah, sekuritas  syariah,
pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun
lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk
wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat
komersial, baik yang bersifat kontensius maupun
volunteer.
Hari adalah hari kerja.
Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan
peradilan agama.

7. Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan
peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi

syariah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk

gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN
ACARA SEDERHANA

Pasal 3

(1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan
secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau
pendaftaran perkara secara elektronik.

(2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah
pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang
nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus

dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
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Pasal 4
Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan
pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat
mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan
yang disediakan di kepaniteraan.
Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
a. identitas penggugat dan tergugat;
b. penjelasan ringkas duduk perkara;
c. tuntutan penggugat; dan
d. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi

pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

BAB IV
PUTUSAN

Pasal 5
Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang
ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar
putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang

dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 6

(1) Putusan terdiri dari:

a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulis dengan aksara
Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

b. identitas para pihak.

c. uraian singkat mengenai duduk perkara.

d. pertimbangan hukum; dan

e. amar putusan.

(2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita
menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2
(dua) hari setelah putusan diucapkan.

(3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan

paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
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BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA
DENGAN ACARA BIASA

Pasal 7

(1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah
dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara
yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus
dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

(2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat
dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

(3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus
berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan

Peradilan.

BAB VI
TAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Bagian Pertama

Tata Cara Pemanggilan

Pasal 8

(1) Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Reglemen
Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum
Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Het Herziene
Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura)
sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan
Mahkamah Agung ini.

(2) Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada
di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima
gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman

pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran
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Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
(3) Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat

dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 9

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali
undang-undang menentukan lain.

(2) Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang
bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim
anggota.

(3) Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di
atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016

tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Bagian Ketiga
Upaya Damai

Pasal 10
(1) Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib
dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
(2) Upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu
pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

https://jdih.mahkamahagung.go.id/



BAB VII
PEMBUKTIAN

Pasal 11
Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan

bantuan teknologi informasi.

BAB VIII
PUTUSAN

Pasal 12

Putusan terdiri dari:

a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulis dengan aksara
Arab) dan  diikuti dengan DEMI  KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

b. identitas para pihak;

c. uraian singkat mengenai duduk perkara;

d. pertimbangan hukum; dan

€. amar putusan.

BAB IX
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

(1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak
tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah
dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama.

(2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan
pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam
lingkungan peradilan agama.

(3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang
tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah
Agung ini.

(2) Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah
memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi
Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti

diklat fungsional Ekonomi Syariah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2059

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

RIDWAN MANSYUR




[ SALINAN ]

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
memberikan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
untuk menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian
sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu pengaturan kembali terhadap
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha
Negara Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum .di

Pengadilan Tata Usaha Negara;




Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4958);

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomor 3344} sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5079); _

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 -tehtang.

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik =

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran |

Negara Republik Indonesia Nomor 5076); _

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pe'mi.l'iha.n-'
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Réfaubiik

Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN: o
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI -
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

L.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR}, anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan
Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di
provinsi.

Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah
Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjuinya disebut
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya |
disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara
Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di
seluruh wilayah provinsi.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota vyang
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah

lembaga  Penyelenggara Pemilu yang mengawasi




10.

11.

12.

Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Kabupaten/Kota.

Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang
timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum
antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/
Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi
dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. |
Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon
Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU
tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu; Keputusan
KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota.
Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten /Kota.

Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah

Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta
Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetép
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,. dan DPRD
Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya
litigasi yang diajukan oleh partai politik calon Peserta
Pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi
terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang




13.
14.

15.

(<)

Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU |
tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,.
Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
tentang calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang
dapat menyimpan data elektronik berupa flash disk dan
yang scjenisnya.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengadilan

Pasal 2

Pengadilan  bertugas dan berwenang menerima,. =

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa
Proses Pemilihan Umum.

Pengadilan berwenang mengadili Sengketa __.Prtss'.es"
Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di

Bawaslu telah digunakan.

Bagian Kedua

Gugatan

Pasal 3 :
Gugatan sengketa proses permilihan umum diajukan di -
pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5
(lima) hari setelah dibacakan putusan Bawashi, Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. :
Gugatan sebagaimana dimaksud pada ajzat (1) diajukan
secara langsung atau melalui faksimile atau surat

elektronik ke pengadilan yang berwenang, deﬁgan




menyertakan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota yang digugat dan menyebutkan alamat
lengkap termasuk alamat surat elektronik dan nomor
telepon penggugat atau kuasanya.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain
diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam
format digital yang disimpan secara elektronik dalam

Media Penyimpan Data Elektronik.

Pasal 4
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh
Penggugat atau kuasanya yang memuat:
a. identitas Penggugat meliputi:
1 nama;
2. kewarganegaraan,
3. tempat tinggal;
4. pekerjaan Penggugat;
5. identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; dan
6. alamat surat elektronik dan nomor telepon.
b. identitas Tergugat meliputi:
1. nama jabatan; dan
2. tempat kedudukan.
c. penyebutan secara lengkap dan jelas objek
sengketa ;
d. kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;
e. tenggang waktu pengajuan gugatan; |
f.  alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan
pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan
Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur
dan/atau substansi berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik;
g hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus:
1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;




2. menyatakan batal Keputusan KPU/KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

3.  memerintahkan Tergugat wuntuk mencabut
objek sengketa tersebut;

4.  memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan
keputusan tentang penetapan Penggugat
sebagai partai politik peserta Pemilu/pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden/calon tetap
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota; dan

5. perintah membayar biaya perkara.

h. Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau
kuasanya. '
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa :
a. keputusan objek sengketa; dan

b. putusan Bawaslu.

Pasal 5
Pendaftaran Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dicatat dalam buku register perkara proses pemilihan

umum, setelah panjar biaya perkara diterima.

Bagian Ketiga

Penunjukan Majelis Hakim dan Perbaikan Gugatan

_ Pasal 6

(1) Penunjukan majelis hakim yang memeriksa sengketa
proses pemilihan umum ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan pada hari pendaftaran gugatan dan paling
lambat pada hari beﬂkutnya berkas perkara diserahkan
kepada majelis hakim yang ditunjuk.

(2) Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan
dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan di

register pengadilan.




3)

(4)

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), penggugat belum
menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan
putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat
sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding,

kasasi atau peninjauan kembali.

Bagian Keempat

Pemanggilan dan Penjadwalan Sidang

Pasal 7
Pemanggilan para pihak dilakukan oleh kepaniteraan
pengadilan melalui surat elektronik, faksimile, surat
tercatat dan/atau oleh jurusita pengadilan.
Tenggang waktu pemanggilan para pihak paling singkat 3
(tiga) hari sebelum sidang pertama.
Pemanggilan kepada Tergugat dilampiri dengan salinan

surat gugatan.

Pasal 8
Majelis hakim yang ditunjuk mengadili sengketa proses
Pemilihan Umum menyampaikan penetapan tentang
jadwal persidangan fcourt calendar) pada hari sidang
pertama dan memerintahkan kepada para pihak untuk
mematuhinya,
Jadwal persidangan (court calendar) bersifat mengikat

bagi para pihak.

Bagian Kelima

Persidangan

Pasal 9
Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum.

Tahapan persidangan:




a. pembacaan gugatan;
b. jawaban;

c. pembuktian; dan

d. putusan.

Bagian Keenam

Pembuktian

Pasal 10
Jenis alat bukti adalah:
surat atau tulisan;

a.
b. keterangan saksi;

c. keterangan ahli;

d. pengakuan para pihak;

e. pengetahuan hakim; dan

[.  alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokuinén S o

elektronik.

Pasal 11

Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikéin, beban o

pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam

proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian -

diperlukan paling sedikit 2 {dua) alat bukti berdasarkan

keyakinan hakim.

Pasal 12

Majelis hakim melakukan pengujian keabsahan’rkepﬁ{iis;aﬁ . R

tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau’ |
substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
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Bagian Ketujuh

Putusan

Pasal 13
Majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan -
umum paling lama 21 {dua puluh satu) hari terhitung
sejak gugatan dinyatakan lengkap.
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
Salinan putusan diberikan kepada para pihak yang hadir

pada hari pengucapan putusan.

Panitera  memberitahukan  putusan  pada . hari -

pengucapan putusan tersebut kepada pihak yan'g" tidak'_" .
hadir di persidangan. '

Putusan pengadilan tata usaha negara Sébégéiirnai'ia'- .

dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat serta B

tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi -

atau peninjauan kembali. _ ) _
KPU wajib menindaklanjuti putusan 'péngéldﬂan:_ltata” '
usaha negara sebagaimana dimaksud -"p'ada ayaf ey

paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan. o

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Mahkamah Agun'g"ini. ‘tiulai _béﬁaku',

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun '2'01'2 fentaﬁg IR

Tata Cara Penyelesaian Sengketa 'I‘ata'Usahé.'Négal"aPemilu L

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal R B

Pasal 15

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktoher 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1442

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG




KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA Jakarta,13 Maret 2014

Nomor :02/Bua.6/Hs/SP/1l1/2014 Kepada Yth,
1. 3dr. Ketua Pengadilan
Tingkat Banding.
2. Sdr. Ketua Pengadilan
Tingkat Pertama.

di —
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2014

TENTANG

PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN
TINGKAT BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21
Oktober 1992 Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta Surat Edaran Mahkamah
Agung RI tanggal 10 September 1998 Nomor 3 Tahun 1998 tentaﬁg
Penyelesaian Perkara selama paling lama 6 (enam) bulan.

Bahwa pada saat ini masing-masing pengadilan telah melaksanakan
sistern Manajemen Perkara yang berbasis elektronik baik di Pengadilan
Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding yang
memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat,
namun kenyataannya penyelesaian perkara-perkara, baik yang diperiksa
.di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding pada
4 {empat) lingkungan Peradilan masih diselesaikan dalam wakiu yang
cukup lama.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka diharapkan perhatian para
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding
pada 4 (empat) lingkungan Peradilan agar penyelesaian perkara
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat

dalam waktu 5 ({lima) bulan;




-

2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat
dalam waktu 3 (tiga) bulan;

3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas
termasuk penyelesaian minutasi;

4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-
perkara  khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian
perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan
Tingkat Pertama dan 3 (tiga) bulan untuk Pengadilan Tingkat Banding
maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding harus membuat
laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannya
ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan untuk Pengadilan
Tingkat Pertama Majelis Hakim membuat laporan kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan,
perkara sesuai dengan jangka waktu dj atas, agar memasukkan data
perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik
tepat waktu, sehingga pelaporan perkara menggambarkan dengan jelas
tugas dan kewajiban dari badan peradilan, untuk mewujudkan peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

}}K\. Rod ey

MUMAMMAD HATTA ALL

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;

Para Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI;

Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI;

Panitera Mahkamah Agung-RI;

Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

R




MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8
JI. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat — 10510
Telp/Faks. 021-29079277 Home Page : www.badilag.net E-mail : dirjen@badilag.net

31Januari 2017
Nomor: 0459/DjA/HKk.02/1/2017 Yth.
1. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
3. Ketua Mahkamah Syar’iyah;
4. Ketua Pengadilan Agama.

SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2017

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14
tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka dengan ini

disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PERMA tersebut dengan ini diminta
kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah seluruh Indonesia untuk dapat
memberlakukan formulir-formulir penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi

syariah antara lain:
a. Formulir Gugatan Sederhana (Formulir Model L.1).
b. Formulir Jawaban Atas Gugatan Sederhana (Formulir Model L.2).
c. Formulir Penetapan Dissmissal (Formulir Model L.3).
d. Formulir Penetapan Dissmissal Gugatan Gugur (Formulir Model L.3A).
e. Formulir Putusan (Formulir Model L.4).
f. Formulir Memori Keberatan (Formulir Model L.5).
g. Formulir Kontra Memori Keberatan (Formulir Model L.6).
h. Formulir Putusan Keberatan (Formulir Model L.7).
i. Contoh putusan perdamaian (Formulir L.8)
2. Bahwa untuk menjadi acuan pelaksanaan PERMA tersebut telah disusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan

Sederhana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana oleh Hakim Tunggal sebagaimana terlampir.

3. Register Induk Perkara Gugatan Sederhana sebagaimana terlampir.


http://www.badilag.net/

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Dltetapkan di : Jakarta
> - 31 Januari 2017

Tembusan :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;

Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI;

Yang Mulia Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI;

Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;

Yang Mulia Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI;

Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;

10 Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;

11. Yang Terhormat PIt. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
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